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ABSTRAK

Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Pada Dimensi Pendidikan di Kabupaten Bogor
Sammy Lugina, Edy Sutrisno
2342021054 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi pendidikan sangat
bergantung pada capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata
Lama Sekolah (RLS). Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah dengan populasi
terbesar di Indonesia memiliki tantangan serius dalam mempercepat peningkatan
kedua indikator tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor
penyebab belum optimalnya peningkatan HLS dan RLS melalui belanja daerah
serta merumuskan strategi yang dapat mengarahkan alokasi anggaran pendidikan
secara lebih efektif dan berkeadilan. Pendekatan penelitian menggunakan metode
campuran (mixed methods) dengan teknik analisis deskriptif, SWOT, dan
Analytical Hierarchy Process (AHP). Pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan penyebaran
kuesioner terstruktur berbasis AHP kepada pemangku kepentingan daerah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi satuan pendidikan
menengah, keterbatasan tenaga pendidik ASN, serta akses pendidikan yang tidak
merata di wilayah terpencil menjadi hambatan utama. Analisis AHP
mengidentifikasi bahwa kelemahan internal memiliki bobot pengaruh tertinggi
dalam menghambat peningkatan HLS dan RLS. Rekomendasi strategi diarahkan
pada pemerataan pembangunan SMP, penguatan kapasitas dan distribusi guru, serta
pengembangan sistem perencanaan belanja berbasis data spasial. Temuan ini
memperkuat pentingnya integrasi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemangku
kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis bukti. Penelitian ini
memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka strategi pembangunan
pendidikan daerah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata
Lama Sekolah, Pendidikan, SWOT-AHP, Kabupaten Bogor.

Vi


mailto:2342021054@stialan.ac.id

ABSTRACT

Strategies to Improve the Human Development Index
Based on the Education Dimension in Bogor Regency
Sammy Lugina, Edy Sutrisno
2342021054 @stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

The improvement of the Human Development Index (HDI) in the education
dimension heavily relies on the achievements of Expected Years of Schooling (EYS)
and Mean Years of Schooling (MYS). Bogor Regency, one of the most populous
regions in Indonesia, faces critical challenges in accelerating progress in both
indicators. This study aims to analyze the underlying factors of the suboptimal
improvement in EYS and MYS through local government spending and to formulate
appropriate strategies to enhance the effectiveness and equity of education budget
allocation. The research employs a mixed-methods approach using descriptive
analysis, SWOT, and the Analytical Hierarchy Process (AHP). Data collection was
conducted through document review, in-depth interviews with key informants, and
structured AHP-based questionnaires administered to local stakeholders. The
findings reveal that the unequal distribution of secondary schools, shortage of civil
servant teachers, and limited access to education in remote areas are the primary
constraints. The AHP analysis identifies internal weaknesses as the most influential
factor hindering educational outcomes. Strategic recommendations emphasize the
equitable development of junior secondary schools, capacity-building and
equitable placement of teachers, and the advancement of spatial data-driven budget
planning systems. The results underscore the necessity for cross-sectoral
integration and stakeholder engagement in evidence-based education policy
formulation. This study contributes to the development of a more adaptive,
participatory, and outcome-oriented strategic framework for regional education
development aimed at enhancing the quality of human capital.

Keywords : Human Development Index, Expected Years of Schooling, Mean Years
of Schooling, Education, Bogor Regency.
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari pembangunan daerah
yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu
daerah. IPM merupakan cerminan kesejahteraan dan kesuksesan suatu daerah
dalam meningkatkan taraf hidup warganya. Bagi pemerintah daerah dan perencana
pembangunan, IPM adalah alat ukur yang penting untuk menentukan prioritas dan
strategi pembangunan. Dengan memantau IPM, pemerintah daerah dapat
mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus dan merancang
kebijakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Kabupaten Bogor, sebagai salah satu wilayah dengan populasi besar di
Indonesia, memiliki dinamika perkembangan IPM yang beragam di setiap
kecamatannya. Gambar 1.1. menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tren
peningkatan IPM secara positif, walaupun laju peningkatannya berfluktuatif tetapi
tetap memiliki tingkat kecenderungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal
ini mengindikasikan konsistensi dan komitmen pemkab Bogor untuk terus

meningkatkan IPM di wilayahnya.
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Sumber : BPS Kabupaten Bogor (2024)

Gambar 1.1. IPM Kabupaten Bogor Tahun 2016-2024



Secara umum, gambar 1.1. menunjukkan adanya peningkatan nilai IPM setiap
tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam tingkat kenaikannya. Rata-rata kenaikan
IPM sebesar 0,67 poin per tahun menunjukkan adanya kemajuan pembangunan
yang cukup konsisten. Capaian ini mencerminkan adanya komitmen dari
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk
melalui pembangunan yang berfokus pada manusia, terutama dalam sektor
pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Namun demikian, tren positif
ini perlu ditinjau lebih dalam untuk memastikan bahwa pertumbuhan IPM tidak
hanya bersifat agregat, melainkan juga merata di seluruh wilayah dan kelompok

masyarakat.

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nasional
Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.2. Perbandingan IPM Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa
Barat dan Nasional Tahun 2024

Capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2024 berada di poin 73,63.
Klasifikasi BPS menyebutkan bahwa nilai IPM > 70 termasuk ke dalam nilai tinggi,
namun nilai IPM tersebut masih di bawah nilai IPM provinsi Jawa Barat (74,92)
dan Nasional (75,02), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. Perbedaan
tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya peningkatan IPM,
terutama dari aspek pendidikan dan kesehatan. Walaupun tergolong tinggi dalam
klasifikasi IPM, kesenjangan nilai ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor
belum mampu mengejar rata-rata pembangunan manusia secara regional maupun

nasional. Oleh karena itu, upaya percepatan pembangunan, khususnya pada dimensi



yang masih tertinggal, menjadi sangat krusial agar ketertinggalan tersebut tidak

semakin melebar.
Gambar 1.3. memperlihatkan posisi IPM Kabupaten Bogor dibandingkan

dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor menempati
peringkat ke-16 dari seluruh kabupaten/kota yang ada. Posisi ini tergolong rendah,
mengingat Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar
di provinsi ini. Bila dibandingkan dengan daerah terdekat seperti Kota Depok dan
Kabupaten Bekasi, capaian IPM Kabupaten Bogor masih tertinggal cukup
signifikan. Kota Depok menempati posisi ke-3 dengan capaian IPM yang tinggi,
sedangkan Kabupaten Bekasi berada pada posisi ke-8. Ketertinggalan ini
mengindikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis
kebutuhan lokal di Kabupaten Bogor untuk mengejar ketertinggalan dalam dimensi

pembangunan manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Kota Bandung (1) | G375
Kota Bekasi (2) N ——— 33.55
Kota Depok (3) | ——— 33.05
Kota Cimahi (4) G — 30.3
Kota Bogor (5)  G— i 79.03
Kota Cirebon (6) G ——— 73.09
Kota Sukabumi (7) | 77.69
Kabupaten Bekasi (3) [ G_G—GG i ———— 76.8
Kota Tasikmalaya (9) G ——— 76.03
Kota Banjar (10) | ——— 75.01
Kabupaten Bandung (11) G —— 74.59
Kabupaten Sumedang (12) I EG— e ——— 74.57
Kabupaten Purwakarta (13) GG — 73.99
Kabupaten Karawang (14) | — 3.2
Kabupaten Ciamis (15) GG — 73.64
Kabupaten Bogor (16) | —— 73.63
Kabupaten Cirebon (17) GGG ———— 72.3
Kabupaten Subang (18) | EG—GG e 72.05
Kabupaten Kuningan (19) GG — 71.56
Kabupaten Majalengka (20) | G————— 71.37
Kabupaten Pangandaran (21) | 71.03
Kabupaten Bandung Barat (22) |G — 70.77
Kabupaten Indramayu (23) | ——— 70.72
Kabupaten Sukabumi (24) GGG ——— 70.18
Kabupaten Tasikmalaya (25) GG —— 69.98
Kabupaten Garut (26) GGG ——— 69.91
Kabupaten Cianjur (27) GGG —  63.89

Gambar 1.3. Perbandingan IPM Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024



IPM memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup penduduk
melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dari
ketiga dimensi tersebut, pendidikan memiliki peran strategis, karena menjadi
prasyarat utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan
berdaya saing. Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui dua indikator, yaitu
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS
menggambarkan capaian aktual pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, dan
mencerminkan seberapa jauh masyarakat telah mengenyam pendidikan formal.
Sedangkan HLS menggambarkan harapan atau peluang pendidikan yang akan
ditempuh oleh anak-anak usia sekolah jika mengikuti sistem pendidikan formal
secara penuh. Kedua indikator ini sangat bergantung pada ketersediaan akses
pendidikan, kualitas infrastruktur pendidikan, kapasitas guru, dan efektivitas
kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata

dan bermutu.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat (2025)

Gambar 1.4. HLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024

Berdasarkan data perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten
Bogor selama periode 2010 hingga 2024, gambar 1.4. menunjukkan bahwa terdapat
peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun, yang mencerminkan adanya kemajuan
dalam akses terhadap pendidikan, khususnya jenjang dasar dan menengah. Namun,
laju pertumbuhan HLS cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun fasilitas pendidikan mungkin

tersedia, masih terdapat hambatan struktural maupun sosial yang memengaruhi



ekspektasi lama sekolah anak-anak usia sekolah. Hambatan tersebut dapat berupa
faktor geografis, ekonomi keluarga, atau keterbatasan layanan pendidikan di
wilayah terpencil.

HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian HLS Provinsi Jawa
Barat dan nasional (Gambar 1.5.). HLS yang belum mencapai target nasional
mengindikasikan bahwa sistem pendidikan di daerah belum sepenuhnya mampu
menciptakan iklim belajar yang berkelanjutan dan merata. Oleh karena itu,
intervensi kebijakan pendidikan harus diarahkan tidak hanya pada pembangunan
fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar, pelatihan guru,
dan pembinaan kesiswaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa
Barat (2025), capaian aktual HLS Kabupaten Bogor (12,75) masih berada di bawah
target nasional (13,21). Sehingga berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata
diperkirakan target HLS nasional baru akan tercapai pada pertengahan tahun 2025.

12.75

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nasional

Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.5. Perbandingan HLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa
Barat dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan data perbandingan HLS antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bogor berada pada posisi ke-13, yang menunjukkan bahwa secara
rata-rata, anak-anak usia sekolah di daerah ini memiliki peluang pendidikan yang
lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah sekitarnya. Kota Depok, yang
berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor, berada di peringkat yang lebih
tinggi dalam hal HLS dan menunjukkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi

pendidikan jangka panjang. Kabupaten Bekasi juga mencatat capaian HLS yang



lebih baik, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Posisi Kabupaten Bogor ini
menunjukkan perlunya peningkatan dalam distribusi layanan pendidikan dan
penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata, terutama di wilayah pinggiran
dan pedesaan.

Kabupaten Ciamis (1) EG—GEE 1/ .30
Kota Bandung (2) I 14.25
Kota Bekasi (3)  G—GEGGG S 1414
Kota Depok (4) GGG .1
Kota Cimahi (5) GGG 1355
Kota Sukabumi (6) GGG 3.6
Kota Bogor (7) |GGG —— 13.51
Kota Tasikmalaya (8) GGG 13.50
Kota Banjar (9) |GG — 13.28
Kabupaten Bekasi (10) [EG_G_G——  13.18
Kota Cirebon (11) EG—GGGEEEE— 13.17
Kabupaten Sumedang (12) GGG 13.02
Kabupaten Bogor (13) |GGG 12.75
Kabupaten Bandung (14) GGG 12.74
Kabupaten Tasikmalaya (15) [ 12.64
Kabupaten Cirebon (16) GGG 12.42
Kabupaten Sukabumi (17) GGG 12.39
Kabupaten Indramayu (18) GG 12.32
Kabupaten Pangandaran (19) GGGGG— 1231
Kabupaten Majalengka (20) NG 12.27
Kabupaten Kuningan (21) [EGGGG— 12.27
Kabupaten Purwakarta (22) GGG 12.25
Kabupaten Karawang (23) I 1221
Kabupaten Garut (24) GGG 12.17
Kabupaten Subang (25) GG 12.11
Kabupaten Cianjur (26) GGG 12.04
Kabupaten Bandung Barat (27) |GGG  12.00

Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.6. Perbandingan HLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

Gambar 1.7. menggambarkan perkembangan RLS penduduk Kabupaten
Bogor usia 25 tahun ke atas. RLS pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi
8,39 dari 8,37 di tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, namun laju peningkatan pada tahun 2024 (0,02) lebih kecil dibandingkan
tahun sebelumnya (0,03). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk

dewasa belum mengenyam pendidikan formal yang cukup.
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Gambar 1.7. RLS Kabupaten Bogor Tahun 2010-2024

Gambar 1.8. menunjukkan bahwa capaian RLS Kabupaten Bogor (8,39
tahun) masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Jawa Barat (8,87) dan
Nasional (8,85). Kondisi ini mempertegas bahwa pembangunan pendidikan di
Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan, khususnya dalam memberikan
kesempatan belajar yang berkelanjutan bagi generasi usia kerja. Selain itu juga
capaian RLS Kabupaten Bogor (8,39) belum memenuhi target RPJMN 2020-2024,
yaitu sebesar 9,0 tahun. Dengan laju pertumbuhan saat ini, target tersebut
diperkirakan baru akan tercapai pada tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa
diperlukan adanya upaya percepatan pembangunan, khususnya dalam bidang
pendidikan, melalui strategi dan kebijakan yang dinamis mengikuti perkembangan

dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Nasional

Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.8. Perbandingan RLS Kabupaten Bogor dengan Provinsi Jawa
Barat dan Nasional Tahun 2024



Secara umum penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan
minimal selama 12 tahun, yaitu setara dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)
atau sederajat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan wajib belajar 12 tahun.
Namun, berdasarkan data perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, Kabupaten Bogor
menempati peringkat ke-13 dari seluruh wilayah administratif provinsi ini, dengan
nilai RLS sebesar 8,39 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata,
penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bogor baru menempuh pendidikan
hingga kelas 2 SMP. Capaian ini menjadi penting untuk dianalisis karena RLS
merupakan indikator yang mencerminkan investasi pendidikan jangka panjang
suatu daerah. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa selama beberapa dekade
terakhir, masih banyak penduduk yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi.

Pada Gambar 1.9 terlihat bahwa Kabupaten Bogor menunjukkan capaian
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah
sekitarnya. Dengan nilai RLS sebesar 8,39 tahun, Kabupaten Bogor menempati
peringkat ke-13 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Angka ini
menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bogor, secara
rata-rata, belum menyelesaikan pendidikan jenjang menengah pertama secara
penuh. Apabila dibandingkan dengan Kota Depok, ketimpangan semakin terlihat.
Kota tersebut menempati peringkat ke-2 dengan nilai RLS mendekati 11 tahun.
Artinya, rata-rata penduduk dewasa di Depok hampir mencapai jenjang pendidikan
menengah atas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa terdapat disparitas capaian
pendidikan yang cukup tajam antara dua wilayah yang secara geografis saling
berdekatan. Hal ini juga terlihat pada Kabupaten Bekasi yang mencatat nilai RLS
lebih tinggi dan berada di peringkat ke-9. Padahal, baik Kabupaten Bekasi maupun

Kabupaten Bogor sama-sama berstatus sebagai daerah penyangga ibu kota.



Kota Bekasi (1) G 1175
Kota Depok (2) |GGG —— 11.59
Kota Cimah (3) G 1 52
Kota Bandung (4) GGG 1107
Kota Bogor (5) GG 1071
Kota Cirebon (6) NG 10.53
Kota Sukabumi (7) - GG 10.::
Kabupaten Bekasi (8) [N 0.76
Kota Tasikmalaya (9) [N 063
Kabupaten Bandung (10) NG 0.15
Kota Banjar (11) (G 583
Kabupaten Sumedang (12) G 3.74
Kabupaten Bogor (13) e 8.39
Kabupaten Bandung Barat (14) [ 524
Kabupaten Purwakarta (15) [ 514
Kabupaten Pangandaran (16) |G .10
Kabupaten Ciamis (17) R s.10
Kabupaten Karawang (18) [  3.05
Kabupaten Tasikmalaya (19) [ 7.97
Kabupaten Kuningan (20) R 7.90
Kabupaten Garut (21) [ 7.35
Kabupaten Cirebon (22) GG 7.65
Kabupaten Majalengka (23) GG 753
Kabupaten Subang (24) _ 7.46
Kabupaten Sukabumi (25) [ .34
Kabupaten Cianjur (26) [N 733
Kabupaten Indramayu (27) [ 695

Sumber : BPS (2025), data diolah

Gambar 1.9. Perbandingan RLS Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024

Sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia,
pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Bogor menghadapi tantangan yang
kompleks. Walaupun alokasi anggaran pendidikan secara nominal terus meningkat
setiap tahun dan telah memenuhi amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu
sebesar minimal 20% dari APBD, namun peningkatan RLS dan HLS tidak selalu
sejalan dengan pertumbuhan anggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

tingginya belanja pendidikan belum tentu berbanding lurus dengan capaian



pendidikan yang optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan
ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara input (belanja daerah) dan outcome
(RLS dan HLS) yang seharusnya menjadi prioritas evaluasi kebijakan
pembangunan daerah. Dalam beberapa kasus, realisasi anggaran masih cenderung
bersifat administratif, seperti belanja pegawai dan operasional sekolah, sehingga
belum sepenuhnya menyentuh intervensi strategis yang dapat meningkatkan akses,
mutu, dan partisipasi pendidikan. Selain itu, distribusi infrastruktur pendidikan
yang belum merata di wilayah kecamatan pinggiran dan desa terpencil
menyebabkan kesenjangan capaian pendidikan antarkawasan di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa upaya peningkatan
kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan penting dalam
pembangunan manusia di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi
yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan untuk memperkuat dimensi pendidikan
sebagai pilar utama dalam meningkatkan IPM. Penelitian ini diarahkan untuk
merumuskan strategi peningkatan IPM yang fokus pada dimensi pendidikan secara
lebih mendalam, guna memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan
belajar yang setara, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten

Bogor.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis dimensi pendidikan
dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada dua indikator utama yaitu
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Fokus ini
ditetapkan mengingat sektor pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah
daerah yang secara langsung berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bogor, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Dimensi kesehatan dan ekonomi yang juga membentuk struktur IPM tidak
dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Indikator kesehatan, yaitu Umur

Harapan Hidup (AHH), sangat dipengaruhi oleh intervensi sektor kesehatan
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nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta faktor struktural lainnya
yang berada di luar kontrol pemerintah kabupaten. Sementara itu, indikator
ekonomi dalam IPM, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan, berkaitan erat
dengan dinamika makroekonomi, distribusi pendapatan, dan sektor informal, yang
umumnya dipengaruhi oleh kebijakan lintas sektor dan lintas wilayah. Berbeda
dengan kedua dimensi tersebut, pendidikan merupakan sektor yang lebih
memungkinkan untuk dikendalikan melalui perencanaan dan penganggaran di
tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki kewenangan penuh
terhadap belanja sektor pendidikan dasar dan menengah pertama, termasuk
pengelolaan sarana prasarana dan sumber daya manusia pendidikan. Karena itulah,
fokus pada indikator pendidikan memberikan ruang analisis yang lebih relevan,
terukur, dan berada dalam jangkauan intervensi kebijakan lokal.

Secara teoritis, pendekatan pembangunan manusia menempatkan pendidikan
sebagai salah satu fondasi utama dalam proses peningkatan kualitas hidup. Menurut
Todaro dan Smith (2011), pendidikan tidak hanya merupakan tujuan akhir dari
pembangunan, tetapi juga sarana utama untuk memperkuat kapasitas produktif dan
partisipatif masyarakat. Sen (1999) bahkan menekankan bahwa kebebasan
substantif seseorang untuk hidup secara bermartabat sangat ditentukan oleh akses
terhadap pendidikan yang layak. Dalam perspektif Human Development Index
(HDI) yang dikembangkan oleh UNDP (2019), pendidikan bersama dengan
kesehatan dan pendapatan dianggap sebagai dimensi paling esensial dalam
mengukur kemajuan pembangunan yang berpusat pada manusia. Penekanan pada
dimensi pendidikan juga diperkuat oleh kondisi empiris di Kabupaten Bogor, di
mana capaian indikator pendidikan masih menunjukkan kesenjangan
antarkecamatan serta belum sepenuhnya mencapai target nasional. Oleh karena itu,
fokus penelitian diarahkan pada strategi optimalisasi belanja daerah sektor
pendidikan sebagai titik masuk utama dalam memperkuat IPM secara berkelanjutan

dan terukur.
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C.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan yang dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1.

Kenaikan IPM Kabupaten Bogor belum menunjukkan dampak merata
terhadap seluruh dimensi, khususnya dimensi pendidikan;

Terdapat ketimpangan capaian pendidikan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan di Kabupaten Bogor;

Peningkatan indikator pendidikan belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah
penduduk usia sekolah;

Perencanaan pembangunan sektor pendidikan belum sepenuhnya
mencerminkan kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan;
Pemantauan terhadap capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) belum menunjukkan tren yang konsisten menuju target
nasional,

Capaian HLS di Kabupaten Bogor masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa
Barat dan Nasional;

RLS di Kabupaten Bogor belum memenuhi target yang ditetapkan dalam
RPJMN 2020-2024;

Struktur dan distribusi layanan pendidikan belum mendukung akselerasi
pencapaian IPM di semua kecamatan;

Perumusan strategi pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada analisis

capaian indikator IPM dimensi pendidikan;

Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang diambil dari latar belakang

tulisan ini, maka rumusan masalah yang menjadi masalah utama dalam penelitian

ini, yaitu:

1.
2.

Mengapa peningkatan IPM pada dimensi pendidikan belum optimal ?
Bagaimana strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan

di Kabupaten Bogor ?
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E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan IPM pada dimensi
pendidikan di Kabupaten Bogor belum optimal.
2. Merumuskan strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan
di Kabupaten Bogor.

F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif solusi pemecahan
masalah pemerintah daerah Kabupaten Bogor, terutama dalam menentukan hal
yang harus dilakukan dalam menentukan langkah perencanaan agar menjadi lebih
efektif dan efisien dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi

Kabupaten Bogor melalui peningkatan IPM khususnya di bidang pendidikan.

13



A

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor belum optimal

karena adanya ketimpangan infrastruktur dan layanan pendidikan
antarwilayah, kekurangan guru ASN dan kepala sekolah definitif, serta akses
pendidikan yang terbatas di daerah terpencil. Kesenjangan yang signifikan
antar kecamatan, baik dalam HLS maupun RLS, menunjukkan pentingnya
pemerataan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah, dan penyediaan
beasiswa untuk mengurangi ketertinggalan di wilayah-wilayah terpencil.
Meskipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, pelaksanaan program
strategis masih terkendala oleh ketidakefisienan tata kelola, tekanan politik,
serta minimnya pemanfaatan data dalam perencanaan. Upaya integrasi
program lintas sektor dan peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya
pendidikan perlu dilakukan guna mendukung pencapaian target pendidikan

yang lebih merata dan tepat sasaran di masa mendatang.

. Strategi peningkatan IPM pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bogor

dirumuskan dalam beberapa alternatif berdasarkan prioritas faktor kunci hasil
analisis SWOT-AHP (khususnya S2, T4, T2, W4, dan O2). Strategi tersebut
mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk pemerataan akses dan
peningkatan kualitas guru di daerah terpencil; prioritas dalam rekrutmen dan
penempatan guru serta kepala sekolah di wilayah yang kurang terlayani;
penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan pendidikan agar lebih stabil
dan berbasis kebutuhan prioritas; pengembangan program pelatihan guru yang
disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah terpencil; serta peningkatan
kompetensi pendidik melalui integrasi sistem pembelajaran digital secara
berkelanjutan. Alternatif strategi ini memberikan opsi berbasis analisis untuk
meningkatkan efektivitas upaya dalam mencapai capaian Harapan Lama
Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor.
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Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan penelitian, beberapa saran berikut diajukan

untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam

mendukung peningkatan IPM. Saran ini berlandaskan prioritas faktor kunci yang
teridentifikasi, dengan harapan pengelolaan sektor pendidikan dapat dilakukan
secara lebih terarah dan berdampak signifikan.

1. Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperkuat program pelatihan guru
secara berkelanjutan, khususnya di wilayah dengan capaian HLS dan RLS
rendah. Pelatihan hendaknya difokuskan pada peningkatan kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan lokal serta mengoptimalkan pendekatan digital.
Untuk mendukung hal ini, peningkatan kapasitas SDM pendidikan harus
dilakukan melalui pelatihan daring, lokakarya tatap muka, serta penyediaan
perangkat pendukung, dengan cakupan diperluas hingga wilayah pinggiran dan
sulit dijangkau. Selain peningkatan kompetensi, kebijakan daerah juga perlu
secara serius mendorong percepatan dan perluasan sertifikasi guru, terutama
bagi guru yang sudah lama mengabdi namun belum tersertifikasi. Sertifikasi
guru tidak hanya menjadi indikator profesionalisme, tetapi juga berdampak
pada kualitas pembelajaran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pendidikan di daerah.

2. Distribusi tenaga pendidik dan kepala sekolah wajib menjadi prioritas dalam
pengelolaan sumber daya pendidikan. Pemerintah daerah disarankan
menyusun formasi ASN berdasarkan kebutuhan nyata sekolah. Dukungan
berupa insentif, tunjangan penugasan khusus, dan fasilitas logistik untuk
penempatan guru perlu diprioritaskan, terutama untuk mengatasi ketimpangan
distribusi tenaga pendidik antar kecamatan.

3. Pemerintah daerah perlu membuat aturan atau kebijakan yang jelas untuk
menjaga keberlanjutan program pendidikan. Program penting seperti
pembangunan ruang kelas baru, penyediaan sarana belajar, dan pemberian
beasiswa harus terlaksana tanpa gangguan dari tekanan politik atau

keterbatasan dana. Penetapan target yang jelas dan terukur wajib dilakukan
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berdasarkan data capaian IPM dan peta ketimpangan wilayah. Penyusunan
rencana kerja dan program pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan nyata di
lapangan, bukan sekadar keinginan sesaat.

. Transformasi digital dalam dunia pendidikan perlu menjadi prioritas utama
dalam pengembangan infrastruktur dan sarana pembelajaran. Pemerintah
daerah harus menyediakan fasilitas jaringan internet sekolah, perangkat
pembelajaran daring, dan penguatan sistem manajemen pembelajaran digital.
Fokus diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan di
daerah terpencil yang sulit dijangkau secara fisik, sehingga digitalisasi dapat
menjadi sarana penghubung untuk mengatasi disparitas layanan.

. Program pelatihan guru dan peningkatan mutu pembelajaran harus dirancang
secara tematik dan kontekstual sesuai tantangan wilayah masing-masing. Dinas
Pendidikan perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk
pengembangan kurikulum lokal, pelatihan pembelajaran multigrade, serta
pendekatan berbasis komunitas. Upaya peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan sebaiknya difokuskan pada sekolah dengan capaian HLS dan
RLS rendah agar lebih tepat sasaran dan efektif mendorong perubahan.

. Selain lima strategi utama tersebut, terdapat pula strategi pendukung yang
penting untuk segera diimplementasikan. Pemerintah Kabupaten Bogor
disarankan menyesuaikan rasio jumlah SD dan SMP dengan pembangunan
SMP satu atap di wilayah dengan ketimpangan tinggi. Diversifikasi akses
pendidikan melalui penguatan beasiswa dan digitalisasi juga perlu didukung
dengan penyediaan perangkat serta kuota belajar daring sesuai kebutuhan
siswa. Selanjutnya, sektor pendidikan nonformal dan alternatif dapat
difokuskan pada pembentukan pusat belajar komunitas di kecamatan rawan
putus sekolah, dengan melibatkan PKBM dan tokoh masyarakat setempat.
Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan berdasarkan
peta spasial ketimpangan layanan yang terintegrasi dalam rencana kerja
pembangunan daerah (RKPD). Terakhir, reformasi ketahanan fiskal

pendidikan melalui pembentukan dana cadangan sangat penting untuk
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melindungi program prioritas dari tekanan politik dan fluktuasi pendanaan,
yang harus diatur secara teknis dalam regulasi dan perencanaan tahunan.
Penelitian ini telah mengidentifikasi faktor kunci serta merumuskan strategi
peningkatan IPM dimensi pendidikan melalui pendekatan SWOT-AHP.
Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperdalam evaluasi dan prioritisasi
alternatif strategi menggunakan metode multikriteria seperti AHP lanjutan.
Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan
antara pemanfaatan sumber daya pendidikan dan capaian HLS/RLS. Selain itu,
penelitian komparatif di wilayah lain serta kajian tantangan implementasi dan
praktik terbaik dapat memperkuat dasar kebijakan pendidikan yang lebih
efektif dan berkelanjutan.
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